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NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
DENGAN
PT. BRIKONSUL BISNIS INDONESIA

TENTANG
PENYEDIAAN JASA PERBANKAN DAN FASILITAS KREDIT
KEPADA MITRA PT. BRIKONSUL BISNIS INDONESIA

Nomor BRI :8-25
Nomor BBl : 29 /881~ Iwk/ /2026

Pada hari ¥a™$  tanggal Do Tl &Md", bulan Jawwvas(, tahun Qon Btov D g"’“’" € aum
(29-0| - 2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1) Hendra Winata, Regional Chief Executive Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Region 6/Regional Office Jakarta 1, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 22 tanggal 16 Juni
2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Kota Jakarta, oleh karena itu
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dimuat dalam Akta Nomor 15 tanggal 22
April 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta yang telah mendapat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI
yang dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0126510 Tanggal 08 Mei 2025, bertindak dan
untuk atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jendral
Sudirman Kav.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA"; dan,

2) Dr. Jeffry Wurangian, Direktur Utama PT. BRIKONSUL BISNIS INDONESIA, bertempat
tinggal di Jakarta , bertindak untuk dan atas nama PT. Brikonsul Bisnis Indonesia yang
anggaran dasarnya dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, tertanggal 03 September 2020 Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 07 September
2020 , nomor AHU-0044494.AH.01.01.Tahun 2020, selanjutnya mengalami perubahan
berdasarkan permohonan Notaris Muchlis Patahna, SH, M. KN. Sesuai salinan akta nomor 9
Tanggal 23 Noveniber 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Brikonsul Bisnis
Indonesia tanggal 07 Desember 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022120731240603 telah
sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 07 Desember
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